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6. Keputusan Meuteri Dalaru Negeri Nomor 65. TaJ1t111 19< 9 l 11taqg Pedoman 
Umum Pengaiuran Mengenai Pembeutukau Kelurahan .11 1 , 

. .. 4. Peratiu-an Menteri Dal am Negeri Nomor 4 Tahun 1999 ten ang Pencabutan 
Beberapa Peraruran Menteri Dalarn Negeri, Keputusan (Menteri Dalam 
Negeri, Instruksi Menteri Dalam Ne geri mengenai Pelakfannan Undang- 
undang Norn or 5 Tahun 1979 tentang Pernerintahan Desa; ! . 

I 
5. Keputusan Me nteri Dalam Negeri Nemer 63 Tahun 1999 [e ntang Petunjuk 

Pelaksnnaan dun Penyesuaian Peristilahun Dalum Penyelenggaraan 
Pernerintahan Des a dan Kc! urahan; · : 

' I I 

3. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Undang-undang ·'' "·i: '; ··. ' "Nornor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokck Kepegaw 'an (Lembara.n 
·,, '/. . . )'fegara Tahun 1999 Nomor 169, Tarnbahan Lernbaran INegara Nomor 

," •• 

03893)· . 
i f ! 1. I t 1 i i ·~ I' 1 ' "' ) 

2.· Undang-undang Nomor 22 Tuhun 1999 tentang Pernerinlahan Daerah 
(Lernbaran Negara Tahun 1999 omor 60, Tambahan Lembaran Negara 

, Nomor 3839); 

• J : ~ 

, b. bahwa untuk menunjang hal tersebut diaras serta menghadapi perkernbangan 
1 

\,, •1 :i ·· ·· keadaan dan perimbangan situasi dan kondisi yang sesuai dengan • prinsip­ 
prinsip Dernokrasi perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pernbentukan, 

; · · ' d'.'..··:,' : • penghapusan dan Periggabungan Kelurahan, ' · / 
I c • J' • • ' . I 
ngingat ·'; i. Undang-uudang Nomor 12 Tahun 1998 tentang Pembentukan Kabupaten 

· ·· · ;, · Daerah Tingkat II Toba Samcsir dan Kabuparen Daerah Tingkat II 
1 i:.,-~u ··-'• · •···· 'Mapdailing Natal (Lernbaran Negara Tahun 1998 Nomor 188, 'Tambahan 

• 1 '· .l ,.·:l :· "Lembarar1NegclfaNomor 3794t 

• I 

1imbarig' .. : abahwa 'dalarn rangka peningkatan kelancaran penyclenggaraan Pemerintahan 
I dan pernbangunan secara berdaya guna dan berhasil guna Selia peningkatan 

1·.'_ 
•• ;: ; · .. : p~layan~n· t~rr,adap_ masyarakat ~elw-ahan, diperlukan adanyan penataan 

., _' . . .. . . , . w1layah administrasi Kelurahan baik dengan carapembentukan, pernecahan, 
· · .. ·.,.'' : , ·. penggabungan dan perighapusan Kelurahan serta dengan earn penetapan batas 
' I l•'·' ,1j ,, , , 

· ·. · . dan pernetaan wilayah Kelurahan; 
•', ):; . '. . . ' 

I " 

DEN GAN RA!IlvfAT TUHAN YANG lViAHA ESA 

BUPATITOBA SAMOSIB. 

PEMDENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGADUNGAN KELURAHAN 
I 

' •, I 

TENT ANG • I ' 
I 

NOMOR:14 TAHUN 2000 

J:·J•f,-' 1 ; J'PEMTURANDAERAHKABUPATENTOBASAMOSIR 
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. 
) Pembentukan Kelurahan adalah untuk meningkatkan pclayanan rnasyarakai kola sesuai 
dengan tingkat perkernbangan pernbangunan. 

Pasal 2 

Tujuan dan Wewenang Pernbentukan 

Bagian Pertama 
I 'i d I 

I • PEMBENTUKAN 

BAB 11 

Keeatuan/ 
I 

unerintah .Pusa!,. selanjutnya disebut Pemerintah, adalah perangkat Negara 
I 

:epubljk Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta para Menteri; : 
emerintah Daerah .adalal; Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonomi yang lain 
ebagaiBadan Eksekutif'Daerah. 
)ewnn. Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
'oba Samosir., . . . . . 
ernerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah 
laerah Kabupaten Tobu Samosir menurut Azas Desentralisasi ; 
)esentralisasi adalah pelimpahan wewenang Pernerintah oleh Perncrintah jkepada. Daerah 
)tonom dalam kerangka Negara Kesatuau Republik Indonesia; · . 

1)ekonsentrasi adalah pelimpahan wewenruig Pernerintah kepada Gubernu sebagai Wakil 
'emerintah dan atau Perangkat Pusat di Daerah; 
lugas pernbantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerali Jan Dtsa serta Daerah 
ce Desa untuk rnelaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, saran dan prasarana 
erta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaks naannnya dan 
nemperienggungjawabkannya kepada yang menugaskan; 
Otonomi Daerah adalah kewenangan Derah otonom untuk mengatur .'.<lan mengurus 
reperuingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan a.spf rasi masyarakat 
sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan ; ; 
Daerah otonom selanjutnya disebut Daerah, a.dalah kesatuan masyarakat hukum yang 
nempunyai bataa Daerah tertentu berwewenang mengatur dun mengur;us kepentingan : I 
ma.sya.rakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalarn ikaran I 
Negara Kesatuan Republik Indonesia; . 1 

Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah scbagai Perangkat Daerah Kabupaten ~fill atau Daerah 
Kota di bawah kecarnatan. · . I i : 

I I 
I· 
I 

..• ,i 1,·. 

n Peraturan Daerah ini yang dirnaksud deugan: 

Pasal 1 

Y..ETENTU AN UMUM 

BAB I 

apkan .II' 

·, . ,, l. ! I). 
,.. PERATURAN DAERAH KABUPATEN TOBA SAMOSIR TENTANG 
• 11 .PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN 

KELURAHAN. 

I 
~ J .. • • • • • 

'l\jlj :d,:l • d;tl+, 1.,; di :ii''.,'' !\ I , 

~~~~:~ER\\' A)illANRAKY AT .DAER~.H KABUPA TEN TOBA(!MOSIR 

l\1EM.UTUSKAN . . I , 

Dengan persetujuan 

. l - 
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t ••• Pasal 5 I . . I 
t,<1i 11 '.:I !l i . .' t· t ! : ; i, I·.' I . '. i l •• 1 ; ~· I I I ' I 

. .. ' . . I . .• . ' 
) ,Desa.-desa Y\Ul8 berada di Wilayah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagaimana 
,:1 dimaksud dalam pasal 3 dapat dibentuk rnenjadi Kelurahan atas prakarsa/m$yarakat. i 

I I 

I ~ 
PER UBAHAN DESA MEN.TAD I KELURAHAN 

,,i .I-i.. ,·,:,· ::!:'· i:, Pasal 4 
.. I . ' I I i \ :. di I • : ~ • ' I ~ ' I . 

Dalam pernbentukan kelurahan harus disebut nama, Iuas wilayah dan batas Kelurahan yang J . 

,:::~~~temp~•:;~~,:,~: ~,;n, ~~ merintahan Ke I urahan dapat dibe nt uk be bejapn I ingkuugan 
<se~~~~~~~ ~111m~s~d dalam pasal 2 ayat (2). j" · 

iJumlah lingkungan dalarn satu Kelurahan disesuuikan dengan jumlah penduduk atau kondisi 
wilayah dan jangkauan pelaksanaan Pemerintahan di wilayah Kelurahan tersebut. 

. I 
I 

BAB III I 

'. • ·: r , ; 
Nania, Batas dan Pembagian Wilayah 

Bagian Ketiga 

I' 

a' -Majemuk;", .. , .. 
b, Lebih dinamis; 
c, Sensitif dan kritis; 
d. Dukungan sosial ekonorninya mayoritas terpengaruh oleh kehidupan kota 

i1Kelurnhan dibentuk dengan rnernperhatikan ciri-ciri sifat masyarakutnya, antara lain : 

ai-Faktor penduduk sedikit-dikitnya 2500 atau 500 KK dan sebayak-banyaknnya 20.0.00 
f :; jiwn atau 4000 KK!' •:.• · · · · 
1,b.:r Faktor luas-wilaynh' yaitu luas wilayah yang terjangkau secara berdaya guna dalarn 

rangka memberikan pe layanan dan pernbinaan masyarakat; ' , 
c. Faktor letak kornunikasi, transportasi clan jarak dengan pusat kegiatan Pemerintahn dan 

pusat-pusar pengernbangan; · · 
ld.:, Faktor prasarana perhubungan, pernasaran, sosial dun prasarana fisik Pernerintahan; 
e.:. Faktor sosial budaya dun Adat-Istiadat; 

1 

f ·. Paktor kehidupan masyarakat, mata pencaharian dan ciri-ciri kehidupan masyarakat. 

: Dalam pernbentukan Kelurahan harus rnemenuhi syarat dun 
sebagai berikut: 

,'.( •:,l ... ,·,:; 

faktor-faktor 

, I 

diperhajikL 
Pasal 3 n.. (1!1 ., ,, , j ;. 

Syarat-syarat Pernbentukan 

Bagian Kedua 
·Ji."'' · r., 1:, 1.:.i.,i •. ·'. , 

Desa-desa dalam wilayah Kahupaten yang memenuhi persyaratan dapat dibentuk menjadi 
Kelurahanatas prakarsa masyarakat, diusulknn oleh Pernerintah Desa alas persetujuan BPD 
kepada Bupati melalui.Camat. ' 

• 3 - I . . I . 
. I I ' 

1K'elw·ahar1 dibentuk di kawasan perkotaan dengan mernperhatikan pe1·sya~'at¥ luas wilayah, 
ju,nlah .penduduk,« potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat so~a sarana/prasaran 
Pernerintahan yang ada di Kelurahan, : ) · 

i 
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I • 

~gan berlakunya Peraturan Da.erah ini, maka segala ketentuan-ketentuan Jain yang mengatur 
. ngenai Pernbentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan yang bertentangan dengan 
'raturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi, 

Pasal 10 

KETENTUAN PENUTUP 

BABV 
I • 

Atas persetujuan DPRD, Bupati menerbitkan Peraturan 
penghapusan, atau penggabungan Kelurahan, 

I 

dirnintakan persetujuan 

I ' 
Dae~ah 1 pernbentukan, 

I ' 
i 

Usul Lurah sebagaimana dirnaksud dalarn ayat (1) oleh Bupari 
DPRD. 

. . 
Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi mernenuhi persyararan, 
dapat dihapus atau digabung setelah dimusyawarahkan dengan tokoh-tokoh masyarakat 
yang diusulkan oleh Lurah melalui Camat kepada Bupati. 1 

Pasal 9 

PENGGABUNGAN DAN PENOHAPUSAN 

BAB IV 

) Kekayaan dan sumber-surnber pendapatan sebagairnana dirnaksud dalarn arat (1) dikelola 
melnui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dengan memeperhatiktn kepentingan 
Kelurahan yw1g baru dibentuk . · · I . 

. I 

I 

I 
I 
j• 

) Seluruh kekayaan dan surnber-surnber pendaparan yang rnenjadi Milik Pernerintah Desa 
dengan perobahan status Desa menjadi Kelurahan diserahkan me njadi Milik Pemerintah 
Daerah Knbupaten. 

Pasal 8 

spala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Perwakilan Desa dari Desa yang 
tetapkan menjadi Kelurahan dapat diangkat menjadl .Pogawai Negeri Sipil. apabila mernenuhi 
arat-syarat serta sesuai dengan perundangan yang berlaku dan kernampuan keuangan daerah. · J 

I 

Pasal 7 

~n,gan ,diteJap~nn,~ya .starua Desa menjadi Kelurahan sebagaimana dimaksud pada pasal · 5, 
i~~~angan, Desa dengan suatu kesaruan masyarakat hukurn yang berhak mengatur dan 
mgurus kepentingan masyarakar setempat berdasarkan asal usu! Ada! Istiadar seternpat 
rubah menjadi kewengan Wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten · dibawah 
ecamatan . 

Pasal 6 ,•,•, .. 

!) Pembentukan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) diusulkan oleh Pemerintah 
Desa atas persetujuan Badan Perwakilan Desa kepada Bupati dengan te~busan kepada 

I I. .Camat, , .• ,.. , . ,11 . · 1 
, , • • • , • • t • I I • , l , ~ , • , , 

i ; 
Kepulur'; Bupati setelah ri~~1Jb~~-~i status :,D~~a\1erJ~di Kelurahan ditetapkan dengan 

rnendapat persetujuan DPRD. 

• 4 • 
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LEMBARAN DAERi'\ll KABUPATEN TOBA SAMOSIR 
NOMOR 12 TAHUN 2000 SERI D 

I. 
I 

,., : I 
I I 

I 
DRS. SAITAL.i~ TA7vJP!JBOLON 

' I 
I Diundangkan di Balige . 

pada la11ggul 9 Ag11st11f; 2000 

l''· .. 

1111 ,• 

OUPATl T01 A. SlAMOSm. 
i 

Cttp/dlo: 
,• .. 

Ditelupkan di Bulig(.! 
pada tang.gal 3 Agustt s 2000 

. ! . ',: •.. x-, r 

setiap orang dapat meugetahui uyu, memeriutal rkun pengunrlangan Perut ur u, Daerah ini 
an penempntannyn dnlnrn Lcmharnn Dnernh Knbupatcn Tobu Samosir. 

uran Dacrah iui rnulai berlaku sejak tanggul diuudangkun. 

Pasal 12 

hul yang belum diatur da.h-1111 Peraiurun Daerah ini ukan diutur keuiurliau deugan Keputusan 
ti sepanjang mengenai pelaksanaannya. · 

t : 
Pasal 11 

5 


